
SALINAN 
  

 

 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

NOMOR 3 TAHUN 2023 

TENTANG 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAROLANGUN, 
 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik; 

Mengingat :    1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3903) sebagaiman telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 



Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, 

Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3969); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun   2022  tentang  

Perubahan Kedua  Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita   

Negara Republik Indonesia Tahun  2015  Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015  tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

194); 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SAROLANGUN 
 

dan 
 

BUPATI SAROLANGUN 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK. 
 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Sarolangun yang berkedudukan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. 

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan 



Politik Kabupaten Sarolangun. 

BAB II 

PEMBENTUKAN  

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

dengan Tipe A. 
 

Pasal 3 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan 

fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
 

 

Pasal 5 

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 

 

Pasal 6 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsi, 

memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Bupati 

sebagai penanggungjawab urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah. 
 

 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

Pasal 7 

Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa 

dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai 

dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan umum diundangkan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

(1) Nomenklatur jabatan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini 

ditetapkan, masih tetap digunakan untuk acuan pelaksanaan tugas sampai 

dengan ditetapkannya nomenklatur jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah 

ini. 

(2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap 

menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. 
 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka: 

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 

04); 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2009 Nomor 08); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 

5); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 



 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sarolangun. 

 

Ditetapkan di Sarolangun 

pada tanggal 10 Juli 2023 
 

Pj. BUPATI SAROLANGUN, 

 ttd 

BACHRIL BAKRI 
 

 

Diundangkan di Sarolangun 

pada tanggal 10 Juli 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

      ttd 

ENDANG ABDUL NASER 
 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 3 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN 

PROVINSI JAMBI: ( 2-11/2023) 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
An. Sekretaris Daerah 

      Asisten Pemerintahan dan Kesra 
  Ub. 
      Kabag Hukum, 

 
 
 

 
     Mulya Malik, SH, MM 

     Pembina 
     NIP. 19830316 200903 1 005 



 


